BUPATI KUDUS
KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Nomor : 19 Tahun 2000

TENTANG

PEDOMAN TATACARA PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUM DESA

Menimbang

Mengingat

a

BUPATI KUDUS,

bahwa untyk memperlancar pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Kudus tahun 2000 tentang peraturan desa dipandang perlu menyusun

dan menetapkan pedoman (atacara penyusunan produk-produk
hukum desa

. bahwa schubungan dengan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan

dalam Keputusan Bupati ;

. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerahi-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

- Undang — undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839) ;

Undang — undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang  Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 1

- Keputusan  Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik

Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan

Undang - undang, Rancangan Peraturzn Pemerintah, dan Rancangan
Keputusan Presiden ;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1998 tentang Tata

Naskah Dinas di lingkungan Pemerintal; Desa/Kelurahan;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang

Pencabutan Beberapa Peraturan Menter Dalam Negeri, Keputusan
Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Mendagri Mengenar Pelaksanaan

Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1999 tentang

Prosedur Penetapan Produk - produk Hukum di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang

Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

9. Peratman............
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Menetapkan

e
‘

, 1
Y Peraturan Daerah Kabupaten Kudvs Nomor 8 Tahun 2000 tentang

10

Peraturan Desa ( Lemburun Daerah Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 7,

Feputusan Bupati ¥

udus Nomor 25 Tahun 1999 tentang Tatacara
Penyuzunan Produk-

produk Hukum Daerah :

MEMUTUSKAN :

REPUTUSAN BUPATI KUDUS TENTANG PED OMAN TATACARA
PENYUSUNAN

PRODUK - PRODUK HUKUM DESA.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan inj yang dimaksud dengan :

a

b.

C.

Bupati adalah Bupati Kudus ;

Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah i

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum
untuk mengatur dan mengurus  kepe:
berdasarkan asal usul dan adat istiad
Sistem Pemerintahan Nasional dan be

yang memiliki kewenangan
ntingan masyarakat setempat
at setempat yang diakui dajam
rada di Daerah Kabupaten ;
Pemerintahan Desa adalah ke

giatan pemerintahan yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Degg :

Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan
perwakilan yang terdiri atas pemuka - pemuka masyarakat yang ada
di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan
Desa, menampung  dan menyalurk

an  aspirasi masyarakat, gertgq
melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraap pemerintahan dj
Desa;

Peraturan Dega adalah N

askah Dinag
perundang — undangan y

yang berbentuk peraturan
ang ditetapkan

4 oleh Kepala Dega setelah
mendapatkan persetujuan dari Badag Perwakilan Dega dalam rangka
melaksanakan  urysap rumah  tangga  desa, Peraturan Daerah
Kabupaten dan atay peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
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li Keputuggy 3

wepaly Desa  ydalah Nz

"
Lt

kah Dinag yvang berbentuk
Tundang . undangan yang ditetapkan ol Pemerintah
“50 untyk melaksanakgy, Peraturan Degq dan Pergt
undangan | ST

uran Perundang-

dan sifatnya mengatur atay

asar kebijakan
Keputugan Bersama Intar Kepala Degy adalah Naskah Dinas an
berbenmk Peraturay, Perundan

leb; 8 - undangan yang dibuat oleh dya atan
ebih Kepala Degy untuk mengatur syaty urusan yang menyangloyt
kepentingap 2

BAB 11
PRODUK ~PRODUK HUKUM DESA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 2

(1) Produk — produk Hy
a Peraturan Degg

b. Keputusan Kepala Degq,

¢. Keputusan Bergamg antar Kepala Degy
d. Instruksi Kepala Degq,

(2) Selain produk-

kum Degg adalah -

d agaimang dimaksyq ayat ( ]
Juga mengafyr 1,

) Pagal
ta naskah Perjanjian kerj
a dengan pihak lain,

4 5amg
antar Kepala Deg

Bagian Kedyy

Rancangan Peraturay Degy

Pasal 3

Bagian Ketiga ...



Bagian Ketiga

Keputusan Kepala Desa dan Instruksi Kepala Desa

Pasal 4

(1) Keputusan Kepala Desa terdiri dari -

a Keputusan Kepala Desa yang bersifat mengatur ;
b. Keputusan Kepala Desa yang bersifat menetapkan.

8ka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan

Perundang-undangan |ain yang lebih tinggi, Kepala Desa dapat
menetapkan Keputusan Kepala Desa

(3) Kepala Degg dapat mengajukan Rancangan Keputusan Kepala Desia(
yang bersifat mengatur dan menetapkan kepada BPD untu
mendapay Persetujuan, seguaj dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaky.

(4) Keputusan Kepala Dega sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini

yang bersifat Mengatur ditandatangani oleh Kepala Desa, dan yang

bersifat menetapkan dapat  didelegasikan penandatanganannya
kepada Sekretarig Desa.

(5) Pendelegasian penandatanganan . I«Teputusa_n . Kepala
sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, kecuali : N
a. Keputusan Kepala Desa yang mengatur tentang personil ;
b. Keputusan Kepala Desa yang mengatur tentang Keuangan,

Desa

Pasal 5

(1) Instruksi Kepala Desa disusun dalam rangka membe
atau petunjuk teknis kepada bawahann

ketentuan-ketentuan yang sifatnya konkrit (
final.

rikan perintah
ya untuk  melakykap
nyata ), individyj] dan

(2) Instruksi Kepala Desa sebagaimana dimakgyq ayat (1)

ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa d

pasal inj,
didelegasikan kepada Sekretarig Desa.

an  dapat

Pasal ¢

Pemerintah Degga memberikan nomor dan tanggal Penetapan Keputugan
dan Instruks; Kepala Degg.

Pasal 7

Keputusan dap In

struksi Kepala Degq mulai berlaky sejak ditandatangani
dan diberi nomor

serta tanggal penetapan,
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Bagian Keempat
Keputugan Bersama angqy K

epala Desa day Perjanjian Kerjasama

apat melaksanakqy

kerjasama dengan pihak }aiy
dengan Mmenetapkay p

erjanjian Kerjasama,

Pasal 9
(1) Rancgn ersama  antgr

Kepala Desa/Kelurahay
2/Kelurahan yang b

ersangkutan,
(2) Rancangay, Perjanjian kerjasama dengan pihak lain disusun oleh
Kepala Degq dan aty, pihak lain,
(3) Kepala Desa me

paikan Rancangan Ke
Kepala Desa day Perjanjian Kerjasama seb
(1) dan (2) kepada BPD untuk mendapal per

nyam putusan Bersama antay

agaimana dimaksyg ayat
setujuan.

Pasal 10

a antar Kepala Desa
aau Perjunjian Ker; i
Keputusan in; , Ke

kemasyarakatan dan

Pasal 12

memberikan nomer dan t
Desa atay Perjanjian Kerj

Pemerintah Degy anggal Pengesahap Keputugap
Bersama Kepala asamg,

Pasal 13
Keputusag Bersama Kepala Desa
berlaku dan memiliki k

ekuatan hyky
sejak ditandaiungmli d

atay Perjanjian Kerjasama mulaj
an diberj nog

M serta mengjkyt kedua belap pihak
Or serta tanggg) Penetapan,

Bagian Kelima
Ciri-ciny Produk Hukurg Dega

..............



(3).

(4).

(5).

b

c.

d. Selela!l tulisyn “Meuetapkml” menggunakan judyl -
- Materinya dityg, dalam bentuk paga] pasal :
1 ganannya tj gl dapat didelegasikan :

8 k

h

antumkan “TEMBYs ANy -
- dapat Menggunakan kopg

. Penandatanganannya d

dapat Mencantumkap “TEMBUSAN™ ;
dapat lenggunakan konsiderans “Memperhatikan”.

2 isinya bersifut mengatur dan han
melaksanakan kerjasama ;

b. Penomorannya menggunakan angka bulat ;

C. masa berlakunya relatif lama : -

d. setelah tulisan “Menetapkan” menggunakan judyl ;

©. materinya dituangkan dalam bentuk pasal — pasal ;

f ditandatangani bersamg oleh Kepala Degg - Kepala Dega yang
melakukan kerjasama;

g tidak mencantumkan “TEMBUSAN> :

h. dapat menggunakan konsiderans “Memperhatik

ya berlaku bagi Kepala Dega yang

an”,

Ciri-ciri Instruksj Kepala Desg -

& materinya  merupakay petunjuk pelaksanaap yang  bersifat
perintah/petunjuk teknis

‘a1 melaksanakgy produk
lmkum/perundang-undangan Yang lebih tinggi:

. materinya dituangkan dalam bentuk Diktyp - diktum;
penomorannya menggunakan nomor panjang;

- Masa berlakunya re|ayif singkat :
dapat menggunakan konsiderang “Memperhatikan” setelah

konsiderans “Mengingat? :

setelah tulisan “Menetapkan” tidak memakg; Judul ;

g dapat mencantumkan “TEMBUSAN”,

o oo o

aa

(6).Ciri~ciri..............



(6). Ciri-cin Perjaniian Kerjasama : )
a isinya bcﬂsii‘al mengjatur dan hanya berlaku bagi Kepala Desa dan
pihak lain yang melaksanakan kerjasama
- Penomorannya menggunakan nomor bulat;
masa berlakunya relatif lama ; opanit
d. materinya berisi permasalahan-permasalahan yang diperjan)i a;,
dirumuskan dalam bentuk uraian atau dibagi dalam pasal-pasal
dan dikemukakan yang menyangkut hak dan kewajiban dari
masing-masing pihak, serta tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku ; oo
e. ditandatangani oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian ;
{ tidak mencantumkan “TEMBUSAN”.

o o

BAB III
TEKNIK PENYUSUNAN DAN BENTUK RANCANGAN

PRODUK - PRODUK HUKUM DESA

Pasal 15

Teknik penyusunan dan Bentuk Rancangan Produk-produk Hukun_l ]?esa
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan 11 Keputusan ini.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 16

Dalam rangka pengawasan Produk-produk Hukum Desa berupa Peraturan
Desa, Keputusan Kepala Desa yang bersifat mengatur, Keputusan
Bersama antar Kepala Desa dan Perjanjian Kerjasama disampaikan

kepada Bupati dengan tembusan Camat selambat-lambatnya 2 (dua)
minggu setelah disahkan.

BABV

KETENTUAN PE RALIHAN

Pasal 17

Produk—p.roduk Hukum Pemerintah Kabupaten Kudus yang mengatur

Desa dan pengaturannya menjadi

1 tetap berlaky sepanjang belum
Desa,

0 ARO——




BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini scpanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar getiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Kudus.
Ditetapkan di Kudus
padatanggal 70 OKB ORL 2007
BUPATI KUDUS,
MUHAMMAD AMIN M NADJAT
Diundangkan di Kudus F""—-——-—_.___
pada tanggal 20 OKTOITR 2000 SIENVY: ATAN |PAR:

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, SEKWILDA |/, L.

ASISTEN SEXWLDA

_
41{“/';/ // i

HERU SUDJATMOKO

1

2z 4
Wieg

3 |KEPALA BAGIAN| 2

a

LAINNYR |q o4™

..................
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LAMPIRAN I - KEPUTUSAN BUPATI
Tanggal
Nomor

—e—

TEKNIK PENYUSUNAN RANCANGAN PRODUK-PRODUK HUKUM DESA

KERANGKA RANCANGAN PRODUK PRODUK HUKUM DESA
Kerangka rancangan produk produk hukum desa terdiri dari

2. Penamasan / Judul,
b. Pembukaan,

¢. Batang Tubuh,

d. Penutup,

KUDUS

10 Ok tobor ‘;‘
1‘) Tahun 2000,

xkar ar ar S— N
] arus ada dalam rancangas
yang merupakan satu kesatuan dalam ikatan norma hukum yang harus a

produk produk hukum.

ar ‘ : ‘ la
- 1 : i dimaksud harus pu
Unsur-unsur (substansi) dan tatacara penulisan dari setiap bagian

sesuai dengan norma teknis penulisan, yaifu :

1. Penamaan atanu Judul

Penamaan/Judul ditulis singkat dan jelas serta mencerminkan isi produk produk hukum

ituli i 1 disertai tanda baca
vang bersangkutan serta ditulis dengan huruf kapital dan tidak dise

Penamaan /Judul memuat -

a. nama produk hukum

b. nomor dan tahun produk hukum
c. judul mater: yang diatur.

(3%

Pembukaan

Pembukaan merupakan bagian kedua dari produk produk hukum dan termasuk

dalamnya :

di

a. Sebelum nama jabatan Kepala Desa, dicantumkan frasa * DENGAN RAHMAT
TUHAN YANG MAHA ESA “ yang diletakkan di tengah marjin (hanya untuk

Peraturan Desa ).

b. Nama jabatan Kepala Desa ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda

bacakoma ().

. Konsideran (Menimbang), memuat pokok-
atan alasan-alasan penyusunan produk h
Iebih dari satu, maka pokok-pokok pikiran tersebut ditulis secara
diawali huruf a, b, dan seterusnya serta diawali dengan kata * bal

pokok pikiran yang menjadi latar belakang
ukum, jika pokok-pokok pikiran tersebut
beraturan dengan
hwa ““ dan pada

O0f



&)

" 3 ﬂf'b“ga !
l‘)V i1 “ p ‘ - {1} ,ldﬂl'lh
i uri €1 'tlh,“““ [)l I I]lldwlg-lllldﬂ!lgml Vﬂug dl_’ ndlk:u’ (lH!!c’l }ll!kll

berikut ajal yAng
‘ y . . . Hqn gederdj ’
1) peraturan perundang-undangan yang lebih tinggy sampil deng

sifatnya mengatur. o Tnstruksi, dan Edaran ridak dapalt

2) keputusan Bupati yang sifamya menelap

dijadikan dasar hukum . , :
3) peraturan perundang-undangan yang akan d:cabutl}t:dak‘ "]‘:P
dasar hukum karena tidak mempunyal kekuatan hukum lagl.

at dicantumkan sebagal

"I'ata urutan dasar hukumn adalah sebagai be:rtkul : . - I

1) dirumuskan secara kronologis sesuai dengan herarkhi peraturan p
undangan. ot

2) apabila peraturan perundang-undangan tersebut sam
berdasarkan tahun pcnglmdmgan/penelap:m. -

3) apabila tahun pengundangannya/penetapannya dalam _tanzlggal, S
sama, maka ditulis berdasarkan nomor urut terkecil dart p
undangan yang dijadikan dasar hulum.

a tingkatannya, maka ditnlis

an dan tahun yang
perundang-

«Dengan Persetyjuan Bad

e. Khusus untuk Peraturan Desa, dicantumkan frasa
Perwakilan Desa. .
Cara penulisannya adalah sebagai berikut - o ) il
1) Kzfla“ Dengas:, Persetujuan *, hanya kata awal ditulis deng‘;rlerillgl;g:;‘l"“ :ch -
2) Kata “ BADAN PERWAKILAN DESA ... ~.(nam ek
ditulis dengan huruf kapital.

alah satu unsur yang apabila c,liper!ukan
truksi Kepala Desa, yang berisi produk

f Konsideran (Memperhatikan), merupakan 8
asih mempunyai kaitan dengan

i dan Ins
dapat dicantumkan dalam Keputusan
hukum di luar peraturan perundang-undangan yang m
i akan diatur. : ) ' .
gl;ﬂn:gg:?ai Konsideran (Memperhatikan) adalah diantara Dasar Hukum (Mengingat)
dengan kata (Memutuskan).

g Kata (Memutuskan), merupakan salah safu unsur pada bagian pembukaan yang
merupakan pernyataan kehendak dari pejabat yang berwenang untuk melaksanakan
atan tidak melaksanakan sesuatu yang pengaturannya harus dituangkan dalam bentuk
peraturan.
Penulisan kata “ MEMUTUSKAN * semuanya dengan huruf kapital tanpa spasi antar
huruf dan diakhiri dengan tanda baca titik dua ( : ) serta diletakkan di tengah marjin.

h. Kata (Menetapkan), merupakan perwujudan dari kehendak pejabat yang berwenang
mengambil keputusan atas }_)mduk hukum dan dicantumkan sesudah kata
« I\ﬂihﬂJ'l"[,TSKAN “ yang disejajarkan ke bawah dengan kata “ Menimbang “ dan
“ Mengingat **, sedan,‘gkan. }{uruf awal kata “ Menetapkan ditulis dengan huruf kapital
dan pada akhir kata diakhiri dengan tanda baca titik dua ( : ). '

E—ntuk Pem}l;nrzm Dega, Keputusan Kepala Desa yang bersitat mengatur, serta
eputusan Bersama ¥ epala Desa, setelah Menetapk itulis k 1 1tz
S apkan ditulis kembali judul tanpa
Untuk Keputusan Kepala Desa yang bersifat menetapkan d 1
Il {$ e ald 8¢
setelah kata * Menetapkan * tidak ditulis judul. A S SR

3. Batang Tubuh

Batadng Tubuh Produk Produk_Hukum memuat materi (is1) dari Produk Produk Hukum itu
sendiri, d.an perumusannya dilakukan sesual dengan norma hukum formal dan material
yang menjadi dasar hukunnya




Perumusan materi produk-produk hukum adalah sebagai berikut

¢ a
atur, Keputusan Bersama Kepala Des

. Peraturan Desa, Keputusan yang bersifat meng
dan Perjanjian Kerja sama ang sangal
4 tu hal yang =<

Perumusan norma hukum dalam pasal-pasal merjllpﬂka!‘ salal :,? mcncz}l’Pﬂi tujuan
penting karena dasar kekuatan berlaku dan dipaiy unbe;ilhl mengatur atau
ditetapkannya Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa ¥ i"%e erpmusanIya yans
Keputusan Bersama Kepala Desa tersebut, sehingga meto blimsiannva secard
berkenaan dengan perumusan, Pf—‘mi_lih““- dgn pejlg:wj?:nn ‘s*epcrt-l larangan,
keseluruhan harus saling berkaitan dan.berbagm nonﬁ«l Iqu'il;:m perlindungan
perintah, pembebasan, perolehan, pemberian hak, penetapan Xe 4 y

hukum dan sanksi.

. . b 1 Lt
Batang tubuh lazimnya dibagi dalam kelompok sebagal beriku

1) Ketenfuan Umumm. a Peraturan

. ) Ketentuan umum diberi tempat terdepan dalam batang ‘“t};ﬂ“_"fl\"ﬁfbg:p}afa Desa

\ Desa, Keputusan yang bersifat mengatur, dan _Keputus:m ti{! ; ;nakﬂ ketentuan

% dibuat dengan menggunakan Bab-bab sebagal pcngelomp(;( naterinya dalam
oY umum ini ditempatkan pada Bab L Apabila pengelompoxan

i an dalam Pasal 1. ”
G 4i rumusdan yang bersifat umum sepertl

pasal-pasal, maka ketentuan umum
dipergunakan dalam Peraturan

Dalam Ketentuan umum ini biasanya (.Jijump
definisi atau pengertian istilah atan singkalan yang

Desa, Kepulusan Kepala Desa yang bersangkutan. g atass
Pemakaian suatu istilah yang akan memberikan St pengg,itxf.ut(];lll_l{luarz 1::5:::;
hendaknya dalam perumusannya diusahakan tidak jauh menyimpang dz

yang telah dipakai.

2) Ketentuan Materi

Ketentuan Materi ditempatkan setelah Ketentuan Ux.num_
Pembagian dalam ketentuan materi dapat lebih dari satu bab atau pasal tergantung

dari luas materi yang akan diastur. Perumusan materi sejauh mungkin dihindari

banyaknya penunjukan bab-bab atau pasal-pasal tertentu yang diatur dalam

\ Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa yang bersifat mengatur, atau Keputusan

! Bersama lainnya

Yang harus diperhatikan dalam merumuskan kerangka sistematika ketentuan materi

serta ruang lingkupnya adalah aspek yurudis yaitu norma hukum formal dan
; material dari dasar hukum dibuatnya Peraturan Desa K

ek sa, Keputusan Kepala Desa

l}{:e g bersi lrjner:ia,atur, Dalau Keputusan Bersama tersebut. Selain itu, guna

sempuimaan reratur 3
p an Desa, Keputusan Kepala Desa yang bersifat mengatur,

atau Keputusan Bersama yang disusun i 1
sosiologis, ekonomis dan politis. > periu dipshatikan pula spi dilasats,

Ketentuan materi dalam Ke Kepa a atur d
- putusan la Deg i meng
s : ; ) palsg esa yang bermﬁn t3 at
Keputl an Bexsama Kepa.ld Desa tidak boleh mencantumkan pengle:ll'i'm bi‘lV':

kepada masyarakat, atas dj
at, atas ditetapkannya Ke <
mengatur dan Keputusan Bersama Kepz.la Degzttu;r?;bi}ep‘da Desa e

3) Ketentuvan Peralihan

» Keputusan Bersama Kepala Desa agar dalam

e sang nva apr_ bL 4ia



¥ . - meliputi -

Termasuk dalam Ketentuan Peralihan im secara garis bE:Sﬂ;{ o Kepal2 Desa
a. ketentuan-ketentuan tentang penerapan Peraturan Desm,aje]:fDmm bar terhadap
rang bersifat mengatur, dan Keputusan Bersama Kepala Kepala Desa
i}m% " Tedapat, ada wakin Peraturan Desa, Keputusan g baru ity

y;lalgatilr::fff meerngann' pdan Keputuean Bersama Kepala Desa yan
mulai beriaku. ) omiIs untuk sementara
b. ketentuan-ketentuan tentang penyimpangan-p angan bersifat mengatur,

l waklt;x dari Peraturan Desa, Kepufusan Kepala Desa yang

baru 1tu. i
utusan Bersama Kepala Desa ' RS PO———
ﬁa?e{fuign-keleMan mengenai aturan khusus bagi ke'ﬂdaalKel e pala Desa
¢ s:idnh ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Deﬁzﬁa Dgsa sy

yang bersifat mengatur, dan Keputsan Bersama Kep

4) Ketentuan Penutup

ir Hal-hal yang
Ketentuan penutup ditempatkan pada Bab atau l;ﬂﬂl:lt]l terakhir
memuat dalam Ketentuan Penutup pada umumnya me 1p

ii rtakan
ang diikutsertak
a ketentuan tentang penunjukan organ alat perltanglk(!’.tp:!lla Bi)esa y bersif
dalam melaksanakan Peraturan Desa, Keputusan kep ang

ut.
mengatur, dan Keputusan Bersama Kepala Desa terﬂel]a)esa’ - an Kepala
b. ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peratmmml bgisand Kepualmsa Dons vilia
' Desa yang bersifat mengatur, dan Keputusan Bers

bersanglutan.
b. Keputusan Kepala Desa yang bersifat menetapkan.

tang i Diktum-diktum
Tubuh Keputusan yang bersifat menetapkan dlnl;nu_e',rl:lzns igam i
\l?::lg ditulis dengan huruf Kapital tanpa spast untuk masing huruf,

. Pemutup

. : ; Rancangan Peraturan Desa, Keputusan
adalah bagian akhir dari kerangka
Pil;)lﬁ:l: Desa yang bersifat mengatur, dan Keputusan Bersama Kepala Desa, yang

memuat :

a tempat disahkan/ditetapkan pada tanggal ............... , ditempatkan pada sebelah
kanan bawah dan tidak disertai tanda baca.

b. pama jabatan ditulis di sebelah kanan bawah kata disahkan dengan huruf kapital dan
diakhiri dengan tanda baca koma (, ). .
¢. nama lengkap Kepala Desa menandatangani pengesahan/penetapan ditulis di sebelah

kunan bawah nama jabatan dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat serta tidak
ditandai tanda baca di belakang nama.

. Penjelasan

Adakalanya suatu produk produk hukum memerlukan Penjelasan, baik penjelasan umum
maupun pasal demi pasal Produk Produk Huk

mm Desa yang memerlukan penjelasan
adalah Produk Hukum Desa yang bersifat mengatur, baik Peraturan Desa maupun
Keputusan Kepala Desa.

Pada bagian Penjelasan umun dimuat
produk hukum yang bersangkutan

Pada bagian Penjelasan Pasal demi Pasal dijelaskan materi dari norma-norma yang
terkandung dalam setiap pasal di dalam batang tubuh.

politik hukum yang melatar belakangi penerbitan
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Hal hat ang perhy diperhatikan dalam Penislasan adalzh

: i an produk-
. nashah penjelasan dispsm bersama-sama dengan rancangs n pr
soduk hukum yang Dersanghuian.
; e ri tertenfu.

b j - i i tafsiran dari mate
penjelasan berfungsi sebagai ta _ ‘
penjelasan lidak dapat dipakai scbagai dasar hukum untuk membua

produk-produk hukum letnh lanjut. ’ ' '
d. judu! penjelasan sama dengan judul produk-produk hukum yang
bersangkutan. ‘
v acan umum dan penjelasan pasal,

penjelasan terdiri dari penjel 1

pembagiannya dirinei dengan angka Romawt. _

f  penjelasan tidak holeh bertentangan dengan apa yang diatur dalam
materi produk hukum yang bersangkutan . ;

o penjclazan tidak boleh mempertuas atau menambah nom‘tin vang
sudah ada dalam batang tubuh produk hukum yang bcrsangk nm‘ s‘u i

h. penelasan ndak boleh memuat istilah atau pengertian yang

dimuat dalamn ketentuan umum .
: i ikan dan
beberapa pasal vang fidak memerlukan penjelasan disan

diberi keterangan cukup jelas

Digitally signed - |

T1 KUDUS,
by Bagian Hukum BUPA'L
Sekretariat
Daerah

MUH v £ 1 INAT.

Kabupaten Kudus MUHAMMAD AMIN MUNADJAT
Date: 2019.10.28
08:51:40 +07'00'
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BENTUK PRODUK-PRODUK HUKUM DESA
ATUR

. B ) |
ENTUR KEPUTUSAN KEPALA DESA YANG BERSIFAT MENG

KEPALA DESA ....occccvmeenrnns

KEPUTUSAN KEPALA DESA ..occcovmvmnaneee

NOMOR ....coceeeee TAHUN cciviviniinnes

5\\ TENTANG
MMMMMMMMMMMMMMMMMM

KEPALA DESA ..cociannceenns

Menimbang ; GIWA ..o eeriirreecaenie e

_ undang NOMOT .....ooowvnvene v e SR o
g gggj]ﬂ;g ( Lembaran Negara Tghun ........ Nomor ..........,

Mengingat
Tambahan Lembaran Negara Nomor ....... ¥

........................................................................

\ 3. dst
- Memperhatikan :  Keputusan Badan Perwakilan Desa .................................
(jika diperlukan )

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ~ : KEPUTUSANKEPALADESA ... . . TENTANG .

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimak dd :
L Desaadalah ... ..o ;
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Bagian Pertama
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Pasal .....
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Pasal
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B): MDYV ooivesssassivissirids s svivesis S oA
BAB I
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ... .
Mmmmmmmmmim

Keputusan ini mulai berlaky pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan dj
pada tanggal

KEPALA DESA

NAMA LENGKAP

B TR AT WHCE TN T TSP eu
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Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

TEMBUSAN

1. Mmmmmmm

2odst .o
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KEPALA DESA ...

s ems ses cems

KEPUTUSAN KEPALA DESA ................
NOMOR : ......./

......... s
TENTANG
MMMMMMMMMM MMM MM MMM
KEPALA DESA..........

a bahwa .. ’
b. bahwa
c. bahwa ... e 4
1. Undang — undang Nomor ............... LRI & o cmnnmnios sun 5 pes v

tentang .................... ( Lembaran Negdra Tahun . ...... Nomor .......

Tambahan Lembaran Negara Nomor . o ) 5§
S USSP RISPEPY PRI >
FL B . cmneen e e i b i e o F S S RS S e s S s

MEMUTUSKAN
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sebagai berikut :
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b mmmmmmm ...

Mmmmmmm .........

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA . ...

NAMA LENGEKAP

R

Keterangan :

Konsideran memperhatikan dapat dicantumkan apabila ¥

persetujuan dari BPD.

~eputusan Kepala Desa memerlukan
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Memperhatikan
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2.

3.
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Keputusan Badan Perwakilan Desa, .~ .

tanggal

KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA DESA

MEMUTUSKAN -

( Lembaran Negara Tahun . .

KEPALA DESA / KELURAHAN . TENTANG
............ P a3 SoieEER
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KETENTU;\N PENUTUP

Pasal ... ..

Mmmm mmmmmm

Pasal ... .

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditet;'apkzm dr .
pada tanggal

KEPALA DESA / KELURAHAN .. FEEPALA DESA ..
NAMA LENGKAP NAMA LENGEKAP

MENGETAHUI
CAMAT ... ... ... / BUPATT .

NAMA LENGKAP
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2 Mmmmmmm
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Untuk
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FEPALA DESA.
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TEMBUSAN :

. Mmmmmmm .

2. Mmmmmmm
3. dst
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